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GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 19 TAHUN 2010
TENTANG 

TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN

BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT, 

	Menimbang
	:
	a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2009, barang milik daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna atau sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain, dapat dihapuskan;

b. bahwa barang milik daerah yang sudah tidak digunakan lagi untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau sudah tidak dipergunakan untuk melayani kepentingan umum, dapat dipindahtangankan;

c. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hutuf b,  perlu mengatur tata cara penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;


	Mengingat 
	: 
	1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4389);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4422);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 46); 


MEMUTUSKAN :
	MENETAPKAN

	:
	PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH.


KETENTUAN UMUM  
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat selaku pengelola barang milik daerah.
6. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut sebagai pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
7. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola barang adalah Kepala Biro Perlengkapan dan Asset Daerah selaku pejabat yang membantu pengelola barang untuk mengkoordinir pengelolaan barang milik daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya.
9. Kuasa pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut kuasa pengguna barang adalah kepala sub unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
11. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
12. Kepala SKPD adalah pejabat yang bertanggungjawab atas penggunaan barang milik daerah pada SKPD yang bersangkutan.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

14. Masa kerja Pegawai Negeri Sipil adalah masa kerja Pegawai Negeri Sipil selama menjadi Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil/definitif.

15. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
16. Daftar Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat DBMD adalah daftar barang yang memuat seluruh barang milik daerah.
17. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang.
18. Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing kuasa pengguna barang.
19. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
20. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah.
21. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
22. Tukar menukar barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan pemerintah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa atau pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
23. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dari pemerintah daerah kepada pemerintah, dari pemerintah kepada pemerintah daerah/desa, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
24. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah dan swasta.
25. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
26. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal.
27. Penilai internal adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Gubernur yang diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan penilaian secara independen.
28. Penilai eksternal adalah penilai selain penilai internal, yang mempunyai izin praktek penilaian dari Menteri Keuangan dan menjadi anggota asosiasi penilaian yang diakui oleh Departemen Keuangan.
29. Rumah dinas daerah adalah bangunan yang dimiliki pemerintah daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
30. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas lapangan (pool).
31. Kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan dinas yang dipergunakan oleh  Gubernur dan Wakil Gubernur.

32. Kendaraan dinas jabatan adalah kendaraan dinas operasional yang dipergunakan oleh Eselon I,II, III dan IV serta Pimpinan DPRD.

33. Kendaraan dinas Operasional lapangan/Khusus (pool) adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD.

34. Besi tua adalah besi yang berasal dari bagian-bagian kendaraan dinas dan/atau peralatan mesin lainnya yang sudah tidak dapat dioperasikan namun masih mempunyai nilai ekonomis.
35. Alat-alat perkantoran lainnya atau dengan sebutan mobiler adalah barang inventaris yang sudah tidak dapat digunakan lagi dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah namun masih mempunyai nilai ekonomis.
36. Lebih senior adalah pegawai yang memiliki masa kerja dan tingkat kepangkatan yang lebih dari Pegawai Negeri Sipil lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

37. Menjelang pensiun adalah Pengawai Negeri Sipil yang akan memasuki pensiun sesuai dengan peraturan peundang-undangan.

38. Pemegang kendaraan dinas adalah pejabat atau staf yang mengunakan dan bertanggungjawab terhadap kendaraan dinas operasional/jabatan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Gubernur atau Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.

39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Barang Milik Daerah

Pasal 2
(1) Barang milik daerah meliputi:

a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau

b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;

b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;

c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Maksud ditetapkannya tata cara penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah, adalah :

a. Sebagai pedoman bagi panitia penghapusan dan panitia pemindahtanganan barang milik daerah dalam pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
b. Menyeragamkan langkah dan tindakan dalam pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
c. Memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah.
Pasal 4

Tujuan ditetapkannya tata cara penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah, adalah :

a. Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas panitia penghapusan dan panitia pemindahtanganan barang milik daerah;
b. Terwujudnya akuntabilitas dalam pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
c. Terwujudnya penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang tertib, transparan dan akuntabel.
BAB III

KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5
Gubernur selaku Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab:
a. menetapkan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah;

b. bertanggungjawab atas pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
c. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
d. menyetujui usul penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
e. menetapkan nilai barang milik daerah yang akan dipindahtangankan;
f. menetapkan penjualan barang milik daerah melalui pelelangan terbatas atau lelang umum.
Pasal 6
Dalam rangka pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah, Gubernur dibantu oleh:

a. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang;

b. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset, selaku pembantu pengelola barang;

c. Kepala SKPD selaku pengguna barang.
Pasal 7
(1)  Sekretaris Daerah selaku Pengelola barang, berwenang dan bertanggungjawab:

a.  mengatur pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur;

b.  melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi dan penatausahaan barang milik daerah  yang akan dihapuskan dan dipindahtangankan;

c.  melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
d.  mengusulkan nilai barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipindahtangankan kepada Gubernur untuk ditetapkan;

e.  menetapkan nilai barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang akan dipindahtangankan;
f. mengusulkan penjualan barang milik daerah dengan cara lelang umum atau lelang terbatas kepada Gubernur.

(2) Kepala Biro Perlengkapan dan Aset, selaku Pembantu Pengelola Barang, melaksanakan secara teknis wewenang dan tanggung jawab Pengelola Barang.
(3) Kepala SKPD selaku pengguna barang, berwenang dan bertanggungjawab mengajukan permohonan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah kepada Pengelola Barang melalui Pembantu Pengelola Barang.
BAB IV
PENGHAPUSAN  

         Pasal 8
Penghapusan barang milik daerah meliputi: 

a. Penghapusan; dan

b. Pemusnahan. 

Bagian Kesatu
Penghapusan 

Pasal 9

(1) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang.

(2)  Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.
(3) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengguna barang berdasarkan keputusan pengelola barang atas nama Gubernur.
(4) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh pengelola barang berdasarkan Keputusan Gubernur.
Pasal 10

(1) Penghapusan barang milik daerah dari daftar barang pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilaksanakan karena salah satu hal di bawah ini:

a.  penyerahan barang milik daerah kepada pengelola barang;

b.  pengalihan status penggunaan barang milik daerah kepada pengguna barang lainnya;

c.  pemusnahan;

d.  sebab-sebab lain antara lain karena hilang, kecurian, terbakar, terkena bencana alam, mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena dampak dari terjadinya force majeur, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian dan/atau pengguna barang. 
(2) Penghapusan dari daftar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilaksanakan karena salah satu hal di bawah ini:

a.  beralih kepemilikannya karena terjadi pemindahtanganan;

b.  menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, atau menjalankan ketentuan undang-undang;

c.  pemusnahan;

d.  sebab-sebab lain antara lain karena hilang, kecurian, terbakar, terkena bencana alam, mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena dampak dari terjadinya force majeure, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian dan/atau pengelola barang;
(3) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan hasil pengkajian Panitia Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 11
(1) Penghapusan barang milik daerah berupa tanah dari daftar barang milik daerah dapat dilaksanakan karena terjadi pengalihan kepemilikan atau adanya keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau  berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
(2) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola barang berdasarkan Keputusan Gubernur.
(3) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak memerlukan persetujuan DPRD.
Bagian Kedua

Pemusnahan

Pasal 12
(1) Pemusnahan barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan:

a.  tidak dapat digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, tidak dapat dimanfaatkan, atau tidak dapat dipindahtangankan; atau

b.  alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemusnahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:

a.  dihancurkan/dirubuhkan;

b.  dibakar;

c.  ditimbun; atau
d.  ditenggelamkan dalam laut. 

(3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pengguna barang atau pengelola barang berdasarkan Keputusan Gubernur dan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan.
Pasal 13
(1) Pemusnahan barang milik daerah berupa bangunan dari daftar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan setelah memenuhi salah satu persyaratan antara lain:

a.  lokasi bangunan tidak sesuai peruntukan tanah karena adanya perubahan tata ruang wilayah atau penataan kota atau diperuntukkan bagi kepentingan umum;

b.  harus dibongkar karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran Pemerintah/Pemerintah Daerah atau bantuan dari pihak lain;
c.  karena kondisi bangunan rusak berat dan membahayakan keselamatan jiwa; atau
d.  karena force majeure.
(2) Pemusnahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengguna barang berdasarkan Keputusan Gubernur.
(3) Pemusnahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak memerlukan persetujuan DPRD.
BAB V
TATA CARA PENGHAPUSAN 

Pasal 14
(1) Tatacara penghapusan barang milik daerah karena pengalihan status penggunaan:

a. Pengguna barang mengajukan usul penghapusan barang milik daerah kepada pengelola barang dengan melampirkan alasan;

b. dalam hal usul penghapusan pengguna barang tidak disetujui, pengelola barang memberitahukan kepada pengguna barang disertai dengan alasannya;

c. dalam hal usul penghapusan penggguna barang disetujui, pengelola barang atas nama Gubernur menerbitkan keputusan penghapusan dari daftar barang pengguna;

d. berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana tersebut pada huruf c, pengguna barang menghapus dari daftar barang pengguna dan menyerahkan kepada pengelola barang yang dituangkan dalam berita acara serah terima;

e. Barang milik daerah yang sudah dihapus sebagaimana tersebut pada huruf d, selanjutnya di catat oleh pembantu pengelola barang;

f. Perubahan jumlah barang dalam daftar barang pengguna sebagai akibat dari penghapusan dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengguna barang.

(2) Tatacara penghapusan barang milik daerah karena pemindahtanganan:

a. pengelola barang mengajukan permohonan persetujuan penghapusan kepada Gubernur terhadap barang milik daerah yang sudah layak untuk dihapus berdasarkan hasil pengkajian tim penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah;

b. berdasarkan persetujuan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola barang melalui pembantu pengelola barang melaksanakan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah dan penyerahan kepada pihak lain dituangkan dalam berita acara serah terima;

d. berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf c, Gubernur menetapkan keputusan tentang penghapusan dari daftar barang milik daerah untuk tanah dan/atau bangunan.
e. berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf c, pengelola barang  menetapkan keputusan tentang penghapusan dari daftar barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan berdasarkan persetujuan Gubernur.
f. berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e, selanjutnya pembantu pengelola barang menghapus dari daftar barang milik daerah.
Pasal 15
(1) Tatacara pemusnahan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang ada pada pengguna barang:

a. pengguna barang mengajukan permohonan pemusnahan barang milik daerah kepada  pengelola barang disertai dengan alasan;

b. pengelola barang melalui panitia penghapusan melakukan pengkajian rencana pemusnahan barang milik daerah dan hasilnya dituangkan dalam berita acara;

c. berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf b, pengelola barang menerbitkan keputusan persetujuan pemusnahan barang milik daerah atas nama Gubernur;

d. berdasarkan Keputusan pengelola barang sebagaimana dimaksud pada huruf c, pengguna barang melaksanakan pemusnahan barang milik daerah yang dituangkan dalam berita acara pemusnahan dan dilaporkan kepada pengelola barang melalui pembantu pengelola barang.
e. setelah dilaksanakan pemusnahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d, selanjutnya dilaksanakan penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah .
(2) Tatacara pemusnahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang ada pada pengelola barang:
a.  Pengelola barang mengajukan permohonan persetujuan pemusnahan barang milik daerah kepada Gubernur;

b.  berdasarkan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, pembantu pengelola barang melaksanakan pemusnahan barang milik daerah yang dituangkan dalam berita acara pemusnahan dan dilaporkan kepada Gubernur;

c.  setelah dilaksanakan pemusnahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, selanjutnya dilaksanakan penghapusan dari daftar barang milik daerah dengan Keputusan Gubernur.
(3) Pelaksanaan Penghapusan secara khusus.

a.  Penghapusan secara khusus dapat dilaksanakan setelah memenuhi alasan sebagai berikut:

1) karena rusak berat yang disebabkan oleh kondisi konstruksi bangunan gedung  membahayakan keselamatan jiwa manusia;

2) karena bencana alam seperti gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran atau yang sejenis yang dapat mengakibatkan rusaknya atau robohnya  bangunan gedung tersebut.

b.  Pengguna barang menyampaikan alasan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur melalui pengelola barang sebelum dilaksanakan pemusnahan;
c.  pengguna barang dapat melakukan penghapusan secara khusus dengan cara pembongkaran bangunan yang berada dalam penguasaannya yang dituangkan dalam berita acara penghapusan secara khusus.
d.  berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf c, Gubernur menetapkan keputusan penghapusan secara khusus. 

e.  berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilaksanakan penghapusan dari daftar barang pengguna dan daftar barang milik daerah.
BAB VI

PENILAIAN 

Pasal 16
(1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemindahtanganan dilakukan oleh penilai internal yang ditetapkan oleh Gubernur, dan dapat melibatkan penilai eksternal yang ditetapkan oleh Gubernur.
(2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP.
(3) Penetapan nilai barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 17

(1) Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemindahtanganan dilakukan oleh penilai internal yang ditetapkan oleh pengelola barang, dan dapat melibatkan penilai eksternal yang ditetapkan pengelola barang.

(2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.
(3) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan nilai perolehan/harga pasaran umum dikurangi penyusutan dengan memperhatikan kondisi fisik aset tersebut.
(4) Dalam hal harga pasaran umum untuk kendaraan dinas tidak diperoleh, dapat menggunakan nilai yang ditetapkan oleh Gubernur untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
(5) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pengelola barang.

Pasal 18

Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian barang milik daerah dibebankan  pada APBD .
BAB VII

PEMINDAHTANGANAN 
Pasal 19

(1) Barang milik daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau dipergunakan untuk melayani kepentingan umum, tidak dapat dipindahtangankan, diserahkan haknya kepada pihak lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Barang milik daerah yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaran pemerintahan daerah dan/atau dipergunakan untuk melayani kepentingan umum, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3) Barang milik daerah yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaran pemerintahan daerah dan/atau dipergunakan untuk melayani kepentingan umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dipindahtangankan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau  disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
(4) Hasil pemindahtanganan dalam bentuk penjualan, tukar menukar, hibah maupun penyertaan modal pemerintah daerah disetor ke kas Daerah.

Bentuk-bentuk Pemindahtanganan

Pasal 20
Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai berikut:

a. Penjualan;

b. Tukar menukar;

c. Hibah; dan

d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Pasal 21

(1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, untuk:

a. tanah dan/atau bangunan; dan

b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5000.000.000,- (lima miliar rupiah).
dilaksanakan oleh pengelola barang berdasarkan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.

(2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:

a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan Provinsi, yaitu tidak sesuai dengan tata ruang wilayah artinya pada lokasi tanah dan/atau bangunan milik daerah dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan wilayah, misalnya dari peruntukan wilayah perkantoran menjadi wilayah perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak sesuai dengan penataan Provinsi artinya atas tanah dan/atau bangunan milik daerah dimaksud perlu dilakukan penyesuaian, yang berakibat pada perubahan luas tanah dan/atau bangunan tersebut.
b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran, yaitu harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran, yang dihapuskan adalah bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut untuk dirobohkan yang selanjutnya didirikan bangunan baru di atas tanah yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan dalam dokumen penganggaran.
c. diperuntukkan bagi pegawai negeri yaitu tanah dan/atau bangunan diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil seperti tanah dan/atau bangunan, yang merupakan kategori rumah dinas daerah golongan III dan tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya untuk pembangunan dinas daerah golongan III oleh pemerintah daerah.
d. diperuntukkan bagi kepentingan umum yaitu kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan dengan kategori antara lain sebagai berikut :
(a) jalan umum, jalan tol, rel kereta api, saluran air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air;

(b) waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi;

(c) rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat;

(d) pelabuhan atau bandar udara atau stasiun kereta api atau terminal;

(e) peribadatan;

(f) pendidikan atau sekolah;

(g) pasar umum;

(h) fasilitas pemakaman umum;

(i) fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana;

(j) pos dan telekomunikasi;

(k) sarana olahraga;

(l) stasiun penyiaran radio, televisi beserta sarana pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik;

(m) kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
(n) fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ;

(o) rumah susun sederhana;

(p) tempat pembuangan sampah;

(q) cagar alam dan cagar budaya;

(r) pertamanan;

(s) panti sosial;

(t) pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.

e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis yaitu barang milik daerah yang ditetapkan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan karena adanya keputusan pengadilan atau penyitaan, dapat dipindahtangankan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.
(3) Pemindahtanganan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan hasil pengkajian Panitia Penghapusan dan Pemindahtanganan barang milik daerah, yang bertugas mengkaji, meneliti dan memberikan telahan kepada Gubernur mengenai barang milik daerah yang akan dipindahtangankan.
Pasal 22
Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diajukan oleh Gubernur.

Pasal 23
Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dilaksanakan oleh pengelola barang berdasarkan Keputusan Gubernur.
Pasal 24
Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), dilakukan oleh pengelola barang berdasarkan Keputusan Gubernur.

Bagian Kesatu
Penjualan

Pasal 25
(1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle;

b. terkena planologi;

c. menyatukan barang milik daerah yang lokasinya terpencar untuk memudahkan koordinasi dan dalam rangka efisiensi;

d. memenuhi kebutuhan operasional pemerintah daerah sebagai akibat pengembangan organisasi;

e. karena secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual;

f. pertimbangan khusus dalam rangka pelaksanan rencana strategis Hankam; dan

g. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.

(3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. penjualan kendaraan perorangan dinas untuk Gubernur dan Wakil Gubernur;

b. penjualan rumah dinas daerah golongan III; dan

c. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Paragraf 1

Kendaraan Dinas

Pasal 26
(1) Gubernur menetapkan golongan kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah.
(2) Golongan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. kendaraan perorangan dinas;

b. kendaraan dinas operasional;
c. kendaraan dinas operasional khusus/ lapangan (pool).
(3) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dipergunakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.
(4) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipergunakan oleh pejabat struktural dan Pimpinan DPRD.
(5) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan (pool) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dipergunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD dan/atau untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah.
Pasal 27
(1) Kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir.
(2) Umur kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berumur 5 (tahun) lebih pada saat masa jabatan selaku Gubernur berakhir.
(3) Pembayaran hasil penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara angsuran untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan disetor ke kas daerah.
(4) Selama pembayaran hasil penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lunas, kendaraan perorangan dinas dimaksud masih tercatat dalam daftar barang milik daerah.
Pasal 28
(1) Kendaraan dinas operasional  yang telah berumur 7 (tujuh) tahun lebih, dapat dijual.
(2) Kendaraan dinas opersional khusus/lapangan (pool) yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun lebih, dapat dijual.
(3) Penjualan kendaraan dinas opersional dan kendaraan dinas khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat(2), dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 29
Penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat dilaksanakan apabila sudah tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau sudah ada kendaraan pengganti.  

Pasal 30
(1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan:

a.  Penjualan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah dan/atau tidak dipergunakan untuk melayani kepentingan umum;

b.  Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dengan cara:

1) lelang umum;
2) tanpa lelang, dan 

3) lelang terbatas adalah penjualan barang milik daerah yang hanya diikuti oleh PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
(2) Penjualan barang milik daerah dengan cara lelang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1), dilaksanakan dihadapan pejabat lelang negara.
(3) Penjualan barang milik daerah tanpa lelang sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf b angka 2), untuk barang milik daerah yang bersifat khusus yaitu rumah daerah golongan III yang dijual kepada penghuninya dan kendaraan perorangan dinas pejabat negara yang dijual kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.
(4) Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan:
a.   bahwa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan akan diperuntukkan bagi kepentingan umum;

b.   penjualan barang milik daerah dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah.
(5) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh pengelola barang berdasarkan Keputusan Gubernur sesuai batas kewenangannya.
Pasal 31
(1) Tata cara pelaksanaan penjualan barang milik daerah dengan cara tanpa lelang untuk kendaraan perorangan dinas:
a.  Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah berakhir masa jabatannya mengajukan permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas kepada Gubernur dengan melampirkan:

1) surat permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas kepada Gubernur;

2) surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun di atas kertas bermaterai; 

3) foto copi Surat Keputusan pengangkatan dan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur untuk jangka waktu satu periode.

b.  Pengajuan permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a) disampaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak serah terima jabatan;
c.  Dalam hal penyampaian permohonan pembelian melewati jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Gubernur dapat untuk tidak memproses permohonan dimaksud.
(2) Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas:

a.  pembentukan panitia penjualan kendaraan perorangan dinas dengan Keputusan Gubernur;

b.  panitia penjualan  sebagaimana dimaksud pada angka (1) bertugas mengkaji dan meneliti usulan pembelian dari segi administratif, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, biaya operasional, persyaratan pemohon dan lain-lain yang dipandang perlu, hasilnya dituangkan dalam berita acara;

c.  harga jual kendaraan perorangan dinas ditentukan sebagai berikut: 

1) kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 tahun lebih sampai dengan 7 tahun lebih, harga jualnya adalah 40 % (empat puluh persen ) dari harga umum/pasaran yang berlaku;

2) kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 8 tahun lebih, harga jualnya 20 % (dua puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku.

d.  Gubernur menetapkan keputusan penjualan kendaraan perorangan dinas yang memuat antara lain nama pembeli, data mengenai kendaraan, biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir dan jumlah harga yang harus dibayar;

e.  dalam hal terdapat biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir atas kendaraan tersebut, maka biaya dimaksud harus dibayar lunas sekaligus oleh pembeli sebelum Surat Perjanjian ditandatangani;

f.  dalam hal pembayaran dilakukan secara cicil, dibuat Surat Perjanjian cicilan kendaraan perorangan dinas yang ditandatangani oleh pengelola barang atas nama Gubernur dengan pihak pembeli;

g.  selama belum dilunasi kendaraan perorangan dinas tersebut tetap tercatat sebagai barang inventaris milik pemerintah daerah;

h.  semua harga jual dan biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir merupakan penerimaan Pemerintah Daerah dan harus disetor ke  Kas Daerah;

i. setelah harga jual kendaraan perorangan dinas dilunasi, maka dikeluarkan Keputusan Gubernur yang menetapkan pelepasan hak Pemerintah Daerah atas kendaraan perorangan dinas tersebut kepada pembelinya dan menghapuskan dari daftar barang milik daerah;

j. berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana tersebut pada huruf i, pembeli kendaraan perorangan dinas melakukan balik nama kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Pelaksanaan penjualan barang milik daerah dengan cara lelang terbatas terhadap kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.  kendaraan dinas opersional dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dapat dijual apabila telah berumur 10 (sepuluh) tahun lebih terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehan/pembuatan;

b.  peserta lelang terbatas hanya dapat di ikuti oleh PNS Pemerintah Daerah dan Pimpinan DPRD;

c.  PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a), telah memiliki masa kerja 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai PNS;

d.  Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksd pada huruf a, telah mempunyai masa bhakti sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;

e.  dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun, pegawai negeri sipil dan Pimpinan DPRD belum pernah membeli kendaraan dinas jabatan dan/atau kendaraan dinas operasional lapangan dengan cara lelang terbatas;

f.  dalam hal terdapat harga penawaran yang sama, maka pemenangnya diperioritaskan kepada pemegang kendaraan dinas atau yang lebih senior berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan;
g.  penjualan kendaraan dinas jabatan dan/atau kendaraan dinas operasional lapangan dengan cara lelang terbatas, dilaksanakan oleh panitia lelang terbatas yang ditetapkan oleh Gubernur.
(4) Penjualan barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan tidak termasuk kendaraan perorangan dinas, dapat dilakukan dengan cara lelang terbatas dengan ketentuan sebagai berikut:

a.  peserta lelang adalah badan hukum, perorangan atau PNS;
b.  pengumuman lelang terbatas diumumkan pada papan pengumuman Pemerintah Daerah;

c.  dalam hal terdapat penawaran harga yang sama, pemenangnya dipiroritaskan kepada pemegang;
d.  lelang terbatas dilaksanakan oleh panitia lelang terbatas yang ditetapkan oleh Gubernur.
e.  pemenang lelang terbatas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan dari Panitia Lelang Terbatas;
f.  hasil pelaksanaan lelang terbatas dituangkan dalam risalah/berita acara lelang terbatas;

g.  biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan lelang terbatas barang milik daerah, dibebankan pada APBD.
BAB VIII
PESERTA LELANG TERBATAS KENDARAAN DINAS OPERASIONAl/
JABATAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL 
KHUSUS/LAPANGAN

Bagian Kesatu
Peserta

Pasal 32
(1) Peserta pelelangan terbatas untuk penjualan kendaraan dinas operasional/jabatan dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dengan persyaratan sebagai berikut:

a.  PNS yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun lebih yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS;

b.   Ketua dan Wakil Ketua DPRD, yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun;

c.   Belum pernah membeli kendaraan dinas operasional/jabatan dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.
(2) Masa kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungan berdasarkan Tanggal Mulai Terhitung pada Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS.
(3) Masa bhakti sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperhitungkan berdasarkan tanggal pada Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

Bagian Kedua

Panitia Lelang Terbatas

Pasal 32
(1) Penjualan barang milik daerah dengan cara lelang terbatas dilaksanakan oleh panitia lelang terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2) Panitia Lelang Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling banyak  9 (sembilan) orang yang terdiri dari pejabat/PNS.
(3) Panitia lelang terbatas untuk penjualan kendaraan dinas operasional/jabatan dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:

a.  Melaksanakan pengumunan lelang terbatas pada pengumuman Pemerintah Daerah yang berada pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah;

b.  Meneliti/memeriksa persyaratan administratif calon peserta lelang terbatas;

c.  Melakukan koordinasi dengan atasan langsung dari masing-masing peserta lelang terbatas yang telah lolos seleksi;

d.  Mengundang seluruh peserta lelang terbatas yang telah lolos seleksi untuk mengikuti lelang terbatas;

e.  Melaksanakan pelelangan terbatas dan mengusulkan calon pemenang kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

f.  Menyusun laporan hasil pelaksanaan lelang terbatas yang dituangkan dalam Berita Acara untuk disampaikan kepada Gubernur melalui pengelola barang;

g.  Berdasarkan keputusan pemenang lelang terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf e, pemenang lelang melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh panitia lelang terbatas ke rekening kas daerah secara tunai;

h.  Penyerahan kendaraan dinas kepada pemenang lelang terbatas dilaksanakan setelah pembayaran dilaksanakan dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima;

i.  Berdasarkan bukti setoran sebagaimana dimaksud pada huruf g oleh pemenang terbatas, diterbitkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

(4) Panitia Pelelangan Terbatas untuk penjualan besi tua dan/atau barang inventaris lainnya, bertugas:

a.  melaksanakan pengumuman lelang terbatas pada pengumuman resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang berada pada masing-masing SKPD;

b.  meneliti/memeriksa persyaratan administratif calon peserta lelang terbatas;

c.  peserta lelang terbatas untuk penjualan besi tua dan/atau barang inventaris lainnya dapat diikuti PNS, badan usaha atau perorangan;

d.  melaksanakan pelalangan terbatas dan mengusulkan calon pemenang kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

e.  calon pemenang ditentukan berdasarkan penawaran harga tertinggi atas barang yang dijual;

f.  menyusun laporan hasil pelaksanaan lelang terbatas yang dituangkan dalam Berita Acara untuk disampaikan kepada Gubernur melalui pengelola barang;

g.  berdasarkan keputusan pemenang lelang terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf d, pemenang lelang melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh panitia lelang terbatas ke rekening kas daerah secara tunai;

h.  penyerahan besi tua atau barang inventaris lainnya kepada pemenang lelang terbatas dilaksanakan setelah pembayaran dilaksanakan dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima;

i.  Berdasarkan bukti setoran sebagaimana dimaksud pada huruf g oleh pemenang lelang terbatas, diterbitkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

BAB IX
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENETAPAN PESERTA LELANG 
Bagian Kesatu
Tata Cara Pengajuan Peserta Lelang 

Pasal 33
(1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti pelelangan  kepada pengguna barang.
(2) PNS harus membuat surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan dinas baik dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.
(3) Dalam hal PNS tidak membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelelangan.
(4) Pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan permohonan penjualan kepada Gubernur melalui pengelola barang.

Pasal 34
(1) Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti pelelangan kendaraan dinas operasional/jabatan kepada pengguna barang.
(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampikan setelah masa bhaktinya berakhir.
(3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak masa bhaktinya berakhir.
(4) Ketua atau Wakil Ketua DPRD harus membuat surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan dinas operasional/jabatan baik dari Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun,
(5) Dalam hal Ketua dan wakil ketua DPRD tidak membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti mengikuti pelelangan.
(6) Pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan permohonan penjualan kepada Gubernur melalui pengelola barang.

Bagian Kedua

Penetapan Lelang Umum atau Lelang Terbatas 

Pasal 35
(1) Penjualan barang milik daerah dapat dilaksanakan melalui lelang umum atau lelang terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2) Dalam hal penjualan barang milik daerah dilaksanakan melalui lelang umum, dilaksanakan dihadapan pejabat lelang negara.
(3) Dalam hal penjualan barang milik daerah melalui lelang terbatas, dilaksanakan oleh Panitia Lelang Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Penetapan Peserta Lelang terbatas 
Pasal 36
Penentuan peserta lelang kendaraan dinas operasional/jabatan dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan antara lain:

a. Masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

b. Masa bhakti sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. Pangkat dan jabatan;

d. Pengalaman jabatan;

e. Bukti sebagai pemegang kendaraan dinas; dan

f. Waktu memasukkan berkas ke panitia lelang.
BAB X
PELAKSANAAN PENJUALAN KENDARAAN DINAS

Bagian Kesatu
Ketentuan Pelaksanaan Lelang Terbatas

Pasal 37
(1) Pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional/operasional jabatan dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dengan cara lelang terbatas, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.  kendaraan dinas operasional/jabatan dapat dijual apabila telah berumur 5 (lima) tahun lebih terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembelian;

b.  kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dapat dijual apabila telah berumur 10 (sepuluh) tahun lebih terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembelian;

c.  peserta lelang terbatas hanya dapat di ikuti oleh PNS Pemerintah Daerah dan Pimpinan DPRD;

d.   PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a), telah memiliki masa kerja 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai PNS;

e.  Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf c, telah mempunyai masa bhakti sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Anggota DPRD;

f.  dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun, PNS dan Pimpinan DPRD belum pernah membeli kendaraan dinas jabatan dan/atau kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dengan cara lelang terbatas;

g.  hasil pelaksanaan lelang terbatas dituangkan dalam risalah/berita acara lelang terbatas;

h.  dalam hal terdapat harga penawaran yang sama, maka pemenangnya diperioritaskan kepada pemegang kendaraan dinas.
(5) Penjualan barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan tidak termasuk kendaraan dinas operasional/operasional jabatan dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan, dapat dilakukan dengan cara lelang terbatas dengan ketentuan sebagai berikut:

a.  peserta lelang adalah badan hukum, perorangan atau PNS;
b.  pengumuman lelang terbatas diumumkan pada papan pengumuman Pemerintah Daerah;

c.  pemenang ditetapkan berdasarkan penawaran tertinggi dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan dari Panitia Lelang Terbatas;

d.  hasil pelaksanaan lelang terbatas dituangkan dalam risalah/berita acara  lelang terbatas.
Bagian Ketiga 

Tata Cara penjualan Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan dan 
Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan

Pasal 38
(1) Kepala SKPD mengajukan permohonan penghapusan kendaraan dinas operasional/jabatan dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan kepada Gubernur melalui pengelola barang dengan melampirkan alasan dan data PNS yang telah memiliki masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
(2) Pengelola barang melalui tim penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang ditetapkan oleh Gubernur, melakukan pengkajian terhadap barang yang diusulkan untuk dijual dari aspek teknis, nilai dan yuridis, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
(3) Dalam hal usulan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna oleh Pengelola Barang atas nama Gubernur.
(4) Pengelola barang mengajukan permohonan penjualan barang milik daerah dengan cara lelang terbatas atau lelang umum untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(5) Dalam hal penjualan kendaraan dinas dengan cara pelelangan terbatas, pelaksanaannya dilakukan oleh panitia lelang terbatas.
(6) Dalam hal usulan penjualan tidak disetujui untuk dijual, selanjutnya akan dikembalikan kepada Kepala SKPD untuk digunakan kembali.
(7) Pengumuman pelaksanaan lelang terbatas kendaraan dinas operasional/jabatan, diumumkan pada papan pengumuman milik Pemerintah Daerah yang berada pada masing-masing SKPD.
(8) Pelaksanaan lelang terbatas dapat dilakukan apabila 2/3 dari jumlah peserta lelang terbatas yang ditetapkan, hadir pada tempat lelang terbatas.
(9) Dalam hal jumlah peserta lelang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka lelang terbatas ditunda sambil menunggu peserta lelang yang memenuhi kriteria.
(10) Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak waktu pelaksanaan lelang terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (8), peserta belum memenuhi 2/3, maka lelang terbatas dilaksanakan dengan peserta lelang sesuai dengan daftar hadir.

BAB XI
PENJUALAN BESI TUA DAN BARANG INVENTARIS LAINNYA
 DENGAN CARA LELANG TERBATAS

Pasal 39
(1) Panitia Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah mengajukan permohonan penjualan besi tua dan/atau barang inventaris lainnya dengan cara pelelangan terbatas kepada Gubernur dengan melampirkan data dan nilai.
(2) Penjualan barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan tidak termasuk kendaraan perorangan dinas, dapat dilakukan dengan cara lelang terbatas dengan ketentuan sebagai berikut:

a.  peserta lelang adalah badan hukum, perorangan atau pegawai negeri sipil;
b.  pengumuman lelang terbatas diumumkan pada papan pengumuman pemerintah daerah;

c.  pemenangnya berdasarkan harga penawaran tertinggi;
d.  Lelang terbatas dilaksanakan oleh panitia lelang terbatas yang ditetapkan oleh Gubernur.
e.  Pemenang lelang terbatas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan dari Panitia Lelang Terbatas;
f.  hasil pelaksanaan lelang terbatas dituangkan dalam risalah/berita acara lelang terbatas.
BAB XII
PENENTUAN PEMENANG LELANG TERBATAS 
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

Pasal 40
(1) Pemenang lelang kendaraan dinas operasional/jabatan ditetapkan berdasarkan harga tertinggi dari peserta lelang yang dituangkan dalam berita acara panitia lelang terbatas.
(2) Dalam hal terdapat kesamaan harga penawaran, maka pemenangnya diprioritaskan kepada pemegang kendaraan dinas operasional/jabatan.
(3) Setelah dilakukan pembayaran atas harga kendaraan dinas operasional/jabatan oleh pemenang lelang terbatas, selanjutnya dilakukan penyerahan kepada pemenang yang dituangkan dalam berita acara serah terima.
Pasal 41
Setelah ditetapkan pemenang lelang terbatas dan pembayaran terhadap kendaraan dinas dan barang inventaris lainnya, ditetapkan Surat Keputusan Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2

Rumah Dinas Daerah

Pasal 42
(1) Rumah dinas daerah dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan, sebagai berikut:

a. rumah dinas daerah golongan I atau rumah jabatan;

b. rumah dinas daerah golongan II atau rumah instansi; dan

c. rumah dinas daerah golongan III atau rumah pegawai.

(2) Rumah dinas daerah golongan I atau rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah rumah dinas daerah yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah dinas daerah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama memegang jabatan sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah.
(3) Rumah dinas daerah golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk rumah dinas daerah yang terletak dalam suatu lingkungan SKPD, rumah sakit, sekolah, dan laboratorium/balai penelitian. 

(4) Rumah dinas daerah golongan II atau rumah instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah rumah dinas daerah yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu SKPD dan disediakan bagi PNS SKPD dimaksud dan Anggota DPRD yang apabila telah pensiun atau berhenti, rumah dinas daerah tersebut harus dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.
(5) Rumah dinas golongan III atau rumah pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah rumah dinas daerah yang tidak termasuk rumah dinas daerah golongan I dan rumah dinas daerah golongan II, dan dapat dijual kepada penghuninya.
(6) Gubernur menetapakan golongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 43
(1) Rumah dinas daerah golongan I dapat diubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan II, dengan persyaratan sebagai berikut:
a. sudah tidak sesuai dengan fungsinya sebagai akibat adanya perubahan organisasi; 

b. sudah tidak memenuhi fungsi sebagaimana ditetapkan semula; atau
c. sudah ada rumah dinas daerah penggganti.
(2) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seperti penggabungan atau perubahan SKPD.
(3) Sudah tidak memenuhi fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bahwa rumah dinas daerah tersebut tidak lagi digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas jabatan atau fungsi SKPD.
(4) sudah ada rumah dinas daerah penggganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bahwa telah tersedia dana dalam dokumen anggaran pemerintah daerah untuk pengadaan rumah dinas daerah golongan I dan/atau pengalihan dari rumah dinas golongan II.
Pasal 44
(1) Rumah dinas daerah golongan II dapat diubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan III, dengan persyaratan sebagai berikut:
a. rumah daerah golongan II telah berumur 10 (sepuluh) tahun lebih sejak dimiliki oleh pemerintah daerah atau sejak ditetapkan perubahan fungsinya sebagai rumah dinas daerah;

b. status hak atas tanahnya sudah bersertifikat atas nama pemerintah daerah. 

(2) Rumah dinas daerah golongan II yang berfungsi sebagai mess/asrama tidak dapat diubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan III.
(3) Rumah dinas daerah golongan II dapat diubah statusnya menjadi rumah daerah golongan I untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan dengan ketentuan harus secara teknis memenuhi syarat sebagai rumah dinas daerah golongan I.
(4) Perubahan status daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Penjualan Rumah Dinas Daerah

Pasal 45
(1) Rumah dinas daerah yang dapat dijual, dengan ketentuan:
a. rumah dinas daerah golongan II yang telah diubah golongannya menjadi rumah golongan III;

b. rumah daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih;

c. rumah dinas daerah golongan III tidak sedang dalam sengketa; dan
d. rumah susun.
(2) Umur rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf, diperhitungkan sejak penetapan oleh Gubernur.
(3) Rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijual kepada PNS Pemerintah Daerah yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih.
(4) Penjualan rumah dinas daerah golongan III kepada penghuninya ditetapkan oleh Gubernur.
(5) Hasil penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan secara angsuran untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan disetor ke kas daerah.
(6) PNS yang telah dan/atau pejabat negara yang telah memperoleh rumah dan/atau tanah dari negara/daerah tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengalihan hak atas rumah dinas daerah.
Pasal 46
(1) Taksiran harga rumah daerah golongan III berpedoman pada biaya yang digunakan untuk membangun rumah dinas daerah atau berdasarkan hasil penilaian tim penilai yang ditetapkan oleh Gubernur.
(2) Taksiran harga tanah milik daerah berpedoman pada Nilai Jual Objek Pajak pada waktu pelaksanaan penaksiran.
(3) Harga jual rumah daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya dan rumah susun beserta tanahnya ditetapkan oleh Gubernur.
(4) Penetapan harga rumah dinas daerah yang berbentuk rumah susun dan ganti rugi atas tanahnya berpedoman pada Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) terhadap tanah dan bangunan.
(5) Harga rumah daerah golongan III beserta tanah milik pemerintah daerah, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari harga taksiran dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 3

Penjualan Barang Milik Daerah Selain Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 47
(1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan, dapat dilakukan setelah memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:

a. secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;

b. secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;

c. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual, karena biaya operasional dan/atau pemeliharaan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.

(2) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dilaksanakan oleh pengelola barang berdasarkan Keputusan Gubernur.
(3) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dilaksanakan oleh pengelola barang berdasarkan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
(4) Pembayaran hasil penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan  dilakukan secara tunai/kontan dan disetor ke kas daerah.
(5) Pembayaran hasil penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak termasuk untuk penjualan kendaraan perorangan dinas dan rumah dinas golongan III.
Bagian Kedua
Tukar Menukar

Pasal 48

(1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;

b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan

c. tidak tersedia dana dalam APBD.

(2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak:

a. Pemerintah pusat;

b. pemerintah daerah lainnya; 

c. pemerintah desa;

d. badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya;

e. swasta.
Pasal 49
(1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa:

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna barang kepada Gubernur melalui pengelola barang;

b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan Daerah; 

c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan oleh Gubernur.
(3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan oleh Gubernur.
(4) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.
(5) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

Pasal 50

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1)  huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengelola barang mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;

b. Tim Pemindahtanganan yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;

c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Gubernur dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;

d. Tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan melalui proses persetujuan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 23;

e. Pengelola barang melaksanakan tukar menukar berdasarkan Keputusan Gubernur;

f. Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang. 

Pasal 51
Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pengguna barang mengajukan usul tukar menukar kepada pengelola barang disertai alasan dan pertimbangan dan kelengkapan data;

b. Tim Pemindahtanganan meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;

c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;

d. pengguna barang melaksanakan tukar menukar setelah mendapat persetujuan pengelola barang sesuai batas kewenangannya; dan

e. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang. 

Pasal 52
(1) Dalam hal tukar menukar barang milik daerah antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antar pemerintah daerah atau antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa terdapat selisih nilai lebih, selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan.
(2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hibah.
(3) Dalam hal tukar menukar barang milik daerah antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga terdapat selisih nilai lebih, selisih nilai lebih dimaksud harus di setor ke rekening kas daerah.
Pasal 53
(1) Proses tukar menukar barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui pelelangan atau tender.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tukar menukar yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya/Pemerintah Desa atau dengan pihak lain yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan kepentingan umum.
(3) Mitra tukar menukar ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Bagian Keempat
Hibah

Pasal 54

(1) Hibah barang milik daerah dapat diberikan untuk;
a. lembaga sosial, lembaga keagamaan, organisasi kemanusiaan yang mendapat pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga termaksud; atau
b. pemerintah pusat;
c. pemerintah daerah lainnya; dan
d. pemerintah desa.
(2) Barang milik daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. dari awal perencanaan pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan sebagaimana tercantum dalam dokumen penganggaran
b. bukan merupakan barang rahasia daerah;

c. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
d. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang;
e. untuk sebagian tanah pada pengguna barang, sepanjang dipergunakan untuk pembangunan: 
(a) fasilitas umum dan fasilitas sosial yang tidak mendapatkan penggantian kerugian sesuai ketentuan perundang-undangan; atau 

(b) fasilitas keagamaan.

Pasal 55
Hibah barang milik daerah berupa:

a. barang milik daerah yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Gubernur;

b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;

c. selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Gubernur melalui Pengelola; dan 

d. selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.

Pasal 56
(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55  huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD, kecuali tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).
(2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) Hibah sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  55  huruf  c yang bernilai di atas  Rp5.000,000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
(4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

Bagian Kelima
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 57

(1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan swasta.

(2) Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
(3) Pengelola barang mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada DPRD.
(4) Setelah Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal ditetapkan, pengelola barang melakukan serah terima barang dengan penerima penyertaan modal pemerintah daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
(5) berdasarkan berita acara serah terima, pengelola barang menerbitkan keputusan penghapusan sebagai dasar pengguna barang menghapus dari daftar barang pengguna.
(6) berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana tersebut pada ayat (5), Gubernur menerbitkan keputusan penghapusan dari barang milik daerah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur  ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

                                                             Ditetapkan di Mamuju 





           

pada tanggal 14 Desember 2010





          GUBERNUR SULAWESI BARAT,




           
             H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju

pada tanggal 14 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,
     H. M . ARSYAD HAFID
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